
 
 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM 

NOMOR 1 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM 

NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA BATAM 

 
Menimbang :     a.  bahwa  dalam  rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Batam, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; 

b. bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dinilai sudah tidak sesuai 
dengan tuntutan dan perkembangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 

 
Mengingat :          1.     Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999  tentang  Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupatan Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan 
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung 
jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 98); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB 
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Pasal 1 

 
Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan 
serta kemampuan anggaran DPRD dengan komposisi sebagai berikut: 

 

a. Fraksi yang memiliki jumlah anggota 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) mengusulkan 3 (tiga) orang 

sebagai anggota; 

b. Fraksi yang memiliki jumlah anggota 4  (empat) sampai dengan 5 (lima) 

mengusulkan 2 (dua) orang sebagai anggota. 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam. 

 
 

Pada tanggal 24 Februari 2016 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA BATAM 

 

 

 

 
 

Diundangkan di Batam 

Pada tanggal 24 Februari 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 

dto     

AGUSSAHIMAN 

 
Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 

449 

Salinan sesuai aslinya 

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM 

 
dto 

 
H. MARZUKI, SE. M.Si 

Nip. 19640814 1999003 1 013 

NURYANTO 

KETUA, 


